Arifin Rosid, Ph.D.

Manajemen ¢

Pendekatan Strategis Berbasis
Analytical Hierarchy Process




Manajemen Perpajakan

Pendekatan Strategis Berbasis Analytical Hierarchy Process

Arifin Rosid, Ph.D.

© 2026



Tentang Penulis

Arifin Rosid adalah praktisi, akademisi, dan peneliti di bidang perpajakan. Sampai dengan saat ini
ia telah bekerja selama lebih dari 30 tahun di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia. Ia pernah menjadi juru sita pajak, pemeriksa pajak, penelaah keberatan, kepala
seksi pengawasan, dan kepala kantor pajak. Arifin merupakan dosen perpajakan pada Departemen
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, serta Adjunct Senior Research
Fellow pada Monash University.

Arifin meraih gelar Ph.D. in Taxation dari UNSW Business School, University of New South
Wales, Australia dengan beasiswa penuh SPIRIT-World Bank pada tahun 2017. Kemudian, ia juga
menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Terbuka pada tahun 2024. Arifin memiliki
sejumlah kualifikasi profesional, antara lain Akuntan Beregister Negara, Chartered Accountant,
Certified Risk Governance Professional, IBFD Advanced Professional Certificate in Transfer
Pricing-2, dan Tax Administration Diagnostic Assessment Tools (TADAT) Trained.

Sepanjang karir profesionalnya, Arifin beberapa kali menerima penghargaan. Antara lain, ia
menerima penghargaan Nagara Dana Rakca Inspirasi dari Menteri Keuangan pada tahun 2022
setelah sebelumnya menerima penghargaan sebagai Pegawai Inspiratif Direktorat Jenderal Pajak
pada tahun 2021. Pada saat studi doktoral, ia menerima penghargaan The Best PhD Student Paper di
the 28th Annual Australasian Tax Teachers Association (ATTA) Conference pada tahun 2016 dan
pada tahun 2018 dinobatkan sebagai pemenang pertama 8 Minutes Thesis Challenge yang
diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihkan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan.
Arifin juga menerima penghargaan First Place Winner Taxation Call for Paper 2022 dari Direktorat
Jenderal Pajak pada tahun 2022, dan bersama tim menerima penghargaan pemenang kedua dalam
Call for Paper Insentif Perpajakan, yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) padan
tahun 2023.

Minat akademik dan profesionalnya mencakup manajemen pajak, kepatuhan pajak, administrasi
perpajakan, transfer pricing, evaluasi kebijakan pajak, tax expenditure, sengketa pajak, serta
pemanfaatan data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam administrasi perpajakan.
Karya ilmiahnya telah diterbitkan dalam berbagai jurnal nasional dan internasional di bidang
perpajakan, ekonomi, akuntansi, dan kebijakan publik.



PRAKATA

Buku ini lahir dari penasaran penulis terhadap satu pandangan yang selama ini mungkin lazim
diterima: bahwa manajemen pajak yang baik adalah yang menghasilkan pembayaran seminimal
mungkin. Terlihat masuk akal, tapi penulis berkeyakinan bahwa anggapan itu perlu disangkal.
Dalam realitas bisnis, pajak seringkali bukan tujuan akhir; melainkan hanya satu di antara banyak
pertimbangan dalam sebuah keputusan. Dan mengejar pembayaran pajak paling minimal kerap
justru dapat menggerus nilai yang lebih besar—Ilikuiditas, reputasi, dan ruang gerak strategis. Oleh
karena itu, penulis memulainya dengan sebuah pertanyaan sederhana: bagaimana keputusan
perpajakan diambil bila yang dioptimalkan adalah nilai perusahaan secara menyeluruh, bukan
beban pajaknya semata?

Pertanyaan ini bukan hal baru. Memahami eratnya hubungan strategi bisnis dan pajak, Scholes et al.
(2015) sudah mengingatkan agar semua pihak, semua jenis pajak, dan semua biaya (a// parties, all
taxes, and all costs) diperhitungkan dalam mengambil keputusan. Hal ini berbeda dengan
pendekatan ekonomi kepatuhan tradisional dari Allingham dan Sandmo (1972), yang
menitikberatkan perilaku kepatuhan wajib pajak dari sisi kalkulasi risiko semata—kemungkinan
diperiksa dan besaran sanksi. Ruang kosong antara dua pendekatan inilah yang jarang diisi; termasuk
cara memutuskan yang eksplisit, terstruktur, dan dapat ditelusuri—terlebih dalam sistem self-
assessment di Indonesia, tempat tanggung jawab menafsirkan aturan seringkali berada di pundak
wajib pajak sendiri.

Untuk mengisi ruang kosong itu, 14 bab di buku ini mengikuti logika yang sama: dari dasar
konseptual, ke konteks regulasi domestik, lalu pertimbangan manajerial, dan ditutup ilustrasi
penerapan Analytical Hierarchy Process (AHP). Oleh karenanya, penulis memandang ada empat
sumbangan penting buku ini: (i) pemetaan spektrum dari pengelakan pajak (tax evasion) hingga
manajemen pajak (tax management) yang berguna untuk menavigasi "grey area"; (ii) penggunaan
AHP agar pertimbangan untung-rugi terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan; (iii)
penautan kerangka internasional dengan regulasi domestik pascareformasi; serta (iv) pengujian
kerangka AHP pada beragam persoalan di lapangan—dari pilihan bentuk usaha, struktur modal,
penanganan sengketa, hingga pemilihan insentif.

Penulis tidak hendak melebihkan keunikan buku ini. AHP memang menertibkan unsur subjektif—
dibuat eksplisit dan terstruktur, tetapi tidak menghapusnya; bobot yang dipilih tetap mencerminkan
subjektivitas penggunanya. Dalam konteks ini, penulis menempatkannya sebagai alat transparansi,
bukan pengganti pertimbangan. Ilustrasi dalam buku ini juga bersifat hipotetis, sehingga pengujian
dengan data perusahaan yang sebenarnya masih lebar terbuka. Selain itu, karena aturan perpajakan
cepat berubah, sebagian aturan rinciannya pun ke depan mungkin akan kehilangan relevansinya.
Penulis menyadari keterbatasan-keterbatasan ini untuk menjaga fokus pada metode dan cara
berpikir, alih-alih pada detail aturan yang sewaktu-waktu usang.

Buku ini ditulis dengan harapan untuk tetap dipertanyakan dan dikembangkan. Penulis berterima
kasih kepada para sejawat akademik atas kritik dan masukan, kepada mahasiswa pasca sarjana yang
pertanyaannya membuat penulis merumuskan ulang beberapa hal, kepada praktisi yang menjaga
gagasan ini tetap berpijak pada kenyataan, kepada penerbit atas ketelitiannya, dan kepada keluarga
tercinta atas waktu yang tersita. Terakhir, jika buku ini mengubah sedikit saja cara pembaca
memandang keputusan perpajakan—dari semata menekan angka menjadi menimbang nilai—maka
tujuan penulisan buku ini telah tercapai.

Arifin Rosid
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DEMPE = Development, Enhancement, Maintenance, Protection, and Exploitation (Doktrin alokasi
laba atas aset tidak berwujud)

DER = Debt-to-Equity Ratio (Rasio Utang terhadap Ekuitas)
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DGT = Directorate General of Taxes (Direktorat Jenderal Pajak, digunakan dalam konteks berbahasa
Inggris)

DJP = Direktorat Jenderal Pajak

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

DTA = Deferred Tax Asset (Aset Pajak Tangguhan)

DTP = PPN Ditanggung Pemerintah

E

EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization
EOI = Exchange of Information (Pertukaran Informasi)

EPC = Engineering, Procurement, and Construction (Kontrak Gabungan)
ESG = Environmental, Social, and Governance

ESR = Earning Stripping Rule

ETR = Effective Tax Rate (Tarif Pajak Efektif)

EV = Electric Vehicle (Kendaraan Listrik)

F

FASB = Financial Accounting Standards Board

FDI = Foreign Direct Investment (Penanaman Modal Asing)
FIFO = First In, First Out (Metode penilaian persediaan)

FIN = FASB Interpretation Number (contoh: FIN 48)

FoA = Forum on Tax Administration (OECD)

FTA = Free Trade Agreement (Perjanjian Perdagangan Bebas)
FTC = Foreign Tax Credit (Kredit Pajak Luar Negeri)

G

GAAR = General Anti-Avoidance Rule

GDP = Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto)
GETR = Global Effective Tax Rate

GILTI = Global Intangible Low-Taxed Income

GloBE = Global Anti-Base Erosion Rules

GPM = Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor)

GRI = Global Reporting Initiative

GVC = Global Value Chains (Rantai Nilai Global)

H

HNWI = High Net Worth Individual (Individu dengan Kekayaan Tinggi)
HPP = Harga Pokok Penjualan (juga digunakan sebagai singkatan UU HPP)

IA-CEPA = Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
IFRIC = International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 23 = standar akuntansi
untuk ketidakpastian pajak)

IFRS = International Financial Reporting Standards

IIR = Income Inclusion Rule

IJEPA = Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement

IKN = Ibu Kota Nusantara

ILAP = Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain

ILR = Interest Limitation Rules (Aturan Pembatasan Bunga)

IMF = International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)

IPO = Initial Public Offering (Penawaran Umum Perdana)

IRC = Internal Revenue Code (Amerika Serikat)

IRS = Internal Revenue Service (Otoritas Pajak Amerika Serikat)
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J
JIBOR = Jakarta Interbank Offered Rate
K

KEK = Kawasan Ekonomi Khusus

KITE = Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

KK = Kepala Keluarga (status perpajakan)

KLU = Klasifikasi Lapangan Usaha

KMK = Keputusan Menteri Keuangan

KPP = Kantor Pelayanan Pajak

KSEI = Kustodian Sentral Efek Indonesia

KSWP = Konfirmasi Status Wajib Pajak

KUP = Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

L

LIFO = Last In, First Out (Metode penilaian persediaan)
LOB = Limitation on Benefits

M

MAAC = Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
MAP = Mutual Agreement Procedure

MITA = Mitra Utama (program kepabeanan)

MLI = Multilateral Instrument

MNC = Multinational Corporation (Perusahaan Multinasional)

MT = Memilih Terpisah (status perpajakan suami/istri)

N

NFT = Non-Fungible Token

NIK = Nomor Induk Kependudukan

NOL = Net Operating Loss (Kerugian Fiskal Neto)

NPV = Net Present Value (Nilai Sekarang Bersih)

NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak

NTCA = Netherlands Tax and Customs Administration (Otoritas Pajak Belanda)

(0

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK = Otoritas Jasa Keuangan

P

P3B = Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

PDRI = Pajak Dalam Rangka Impor

PE = Permanent Establishment (lihat juga BUT)

PH = Pisah Harta (status perpajakan suami/istri)

PKKU = Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

PKP = Pengusaha Kena Pajak

PMA = Penanaman Modal Asing

PMK = Peraturan Menteri Keuangan

PMSE = Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

PP = Peraturan Pemerintah

PPATK = Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPFTZ = Pemberitahuan Pabean Kawasan Perdagangan Bebas (dokumen fasilitas PPN Kawasan
Bebas)
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PPh = Pajak Penghasilan

PPN = Pajak Pertambahan Nilai

PPT = Principal Purpose Test

PSAK = Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

PSIAP = Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PT = Perseroan Terbatas

PT PMA = Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing

PT Tbk = Perseroan Terbatas Terbuka (perusahaan publik yang tercatat di bursa)
PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak

Q

QDMTT = Qualified Domestic Minimum Top-up Tax
R

RK = Rasio Konsistensi (lihat juga CR)
RoO = Rules of Origin (Aturan Asal Barang)
RUPS = Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAAR = Specific Anti-Avoidance Rules

SAK = Standar Akuntansi Keuangan

SAVANT = Strategy, Anticipation, Value-Adding, Negotiating, Transforming (kerangka manajemen
pajak)

SBN = Surat Berharga Negara

SBIE = Substance Based Income Exclusion

SDM = Sumber Daya Manusia

SE = Surat Edaran

SGR = Sustainable Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan Berkelanjutan)
SGU = Sewa Guna Usaha (Leasing)

SIN = Single Identity Number

SKA = Surat Keterangan Asal

SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

SKPLB = Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

SKPN = Surat Ketetapan Pajak Nihil

SKPPKP = Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
SOFR = Secured Overnight Financing Rate

SP2 = Surat Perintah Pemeriksaan

SP2DK = Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
SPA = Share Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham)

SPDN = Subjek Pajak Dalam Negeri

SPT = Surat Pemberitahuan

SPV = Special Purpose Vehicle

T

TBTS = Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (faktur fiktif)

TCF = Tax Control Framework

TDD = Tax Due Diligence

TKDN = Tingkat Komponen Dalam Negeri

TP Doc = Transfer Pricing Documentation (Dokumentasi Transfer Pricing)
TTC = Total Tax Contribution

TruPS = Trust Preferred Securities
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U

UBO = Ultimate Beneficial Owner (Pemilik Manfaat Utama)

UMKM = Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UU = Undang-Undang

UU HPP = Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU KUP = Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UTPR = Undertaxed Profits Rule

\'

VAT = Value Added Tax (lihat juga PPN)
VL = Levered Firm Value—nilai perusahaan yang berutang (dalam teori Modigliani-Miller)
VU = Unlevered Firm Value—nilai perusahaan tanpa Utang (dalam teori Modigliani-Miller)

w

WACC = Weighted Average Cost of Capital (Biaya Modal Rata-rata Tertimbang)
WHT = Withholding Tax (Pajak Pemotongan/Pemungutan)

WPDN = Wajib Pajak Dalam Negeri

WPLN = Wajib Pajak Luar Negeri
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